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ABSTRAK

STUDI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG KEDUDUIKAN
WANITA SEBAGAI KEPALA NEGARA

Menjadi wanita ditengah masyarakat patriarki memang tidak mudah.
Terlebih bila ayat-ayat Allah yang dijadikan tameng atau pengendalinya, serta
disokong secara sosiologis oleh masyarakat setempat yang mempatkan wanita
pada posisi sub-ordinasi. Peran politik wanita menjadi kepala Negara adalah salah
satu isu krusial dan sensitif yang hampir selalu melahirkan penolakan yang luar
biasa. Lebih mengherankan lagi bila penolakan ini menyandarkan diri pada “aras
nama agama”. Dengan atas nama agama scakan mengabsahkan bahwa sejarah
dan pengalaman hidup yang riil dalam masyarakat harus dimusnahkan.

Perdebatan wanita sebagai kepala Negara, baik menurut elit politik maupun
para ulama, selalu menarik untuk dikaji. Dan mengenai hal ini juga, Yusuf Al-
Qaradawi sebagai salah seorang pemikir Islam menawarkan sebuah perspektif
dalam khazanah doktrin Islam, yaitu tentang kedudukan wanita sebagai kepala
negara, yang di dalamnya berisi tentang kepala negara wanita dan metode istinbat
hukumnya.

Masalah wanita sebagai kepala negara menurut ajaran Islam masih selalu
dipertanyakan oleh para pemikir muslim seperti Yusuf Al-Qaradawi, Al-Mawardi,
Al-Gazali, dan lain-lain. Yusuf Al-Qaradawi misalnya mempertanyakan tentang
kedudukan wanita sebagai kepala negara, menurutnya wanita dan laki-laki
diciptakan sama yaitu untuk beribadah kepada Allah namun masing-masing
mereka memperoleh tanggung jawab yang berbeda sebagai khalifah Allah di
muka bumi ini. Misalnya dalam masalah kepala negara. Di sini, wanita tidak
diperbolehkan menjabat sebagai kepala negara karema ada hadis yang
melarangnya. Akan tetapi menurut ulama lain seperti Al-Mawardi membantah hal
tersebut karena menurutnya wanita sah-sah saja menjabat sebagai kepala negara
apabila ia mampu.

Kajian yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam mengupas
masalah kedudukan wanita sebagai kepala negara merupakan sebuah fenomena
yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada
penyusun untuk mendiskripsikan tentang kedudukan wanita sebagai kepala negara
menurut Yusuf  Al-Qaradawi dan bagaimana relevansi pemikiran Yusuf Al-
Qaradawi tentang kepala negara wanita di Indonesia.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian seorang tokoh dan berkaitan
dengan masalah ayat-gyat al-Qur’an dan hadis Nabi maka pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative dan sosiologis, yaitu
pendekatan yang digunakan untuk melihat bagaimana status setara antara laki-laki
dan wanita baik yang terdapat dalam ayat al-Qur’an maupun dalam hadis dan
untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik serta untuk
melacak kenapa, apa sebab masalah tersebut terjadi.

Berdasarkan metode yang digunakan seperti yang telah dijelaskan diatas,
maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang terfokus pada pemikiran
Yusuf al-Qaradawi tentang kedudukan Wanita sebagal kepala Negara, dengan
harapan dihasilkan suatu pemikiran yang lebih komprehensif dan menyeluruh.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dahulu sampai sekarang, persoalan boleh tidaknya wanita menjadi
kepala negara masih menjadi bahan perdebatan di kalangan para ulama maupun
pemikir politik Islam. Perlakuan ketidakadilan sebuah teks atau penafsiran, baik
secara tertulis maupun tidak tertulis, yang dianggap mengekang atau menganggap
remeh nalar perempuan, dimana nalar perempuan dianggap tidak cakap, tidak
profesional, lemah, tidak tegas dan terlalu berperasaan halus, selalu dijadikan
alasan bagi mereka untuk berpendapat bahwa wanita tidak pantas atau tidak
mampu menjabat sebagai kepala negara.

Dari segi badaniah, mudah dipahami dan dilihat bahwa wanita berbeda
dengan laki-laki, misalnya saja kulit wanita pada umumnya lebih halus, suaranya
lembut, memiliki organ rahim sehingga bisa mengandung dan melahirkan serta
wanita setiap bulan datang haid. Sedangkan pria memiliki kulit yang tebal otot
yang lebih kuat, tidak melahirkan, tidak haid dan sebagainya.

Di sisi lain, dari segi budaya, laki-laki dan wanita terkadang tidak bisa
dibedakan. Misalnya, dalam hal potongan rambut, pakaian dan perhiasan, banyak
terlihat wanita dengan potongan rambut model pria, wanita berpakaian pria.
Begitu juga sebaliknya, banyak pria berambut panjang, memakai kalung, gelang,
bahkan memakai anting-anting. Ini bukan hanya di atas panggung tontonan

ludruk, tapi keadaan demikian sudah terlihat di mana-mana. Mereka seolah-olah



tidak peduli lagi dengan berbagai aturan moral, agama, atau adat istiadat yang
telah ada.’

Pada dasarnya, prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara
manusia baik antara laki-laki, wanita maupun antar bangsa, suku, dan keturunan.
Tapi yang dapat membedakan antara wanita dan laki-laki hanyalah nilai
pengabdian dan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.’ Sebagaimana

disebutkan dalam firman Allah

e oS ST 0} 18 ylad 0L Usads oSlar 5 5y S5 1 oSTLiL U} Lol (gl
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Selain itu, al-Qur'an membebankan tanggung jawab yang sama kepada
pria dan wanita untuk membimbing dan memperbaiki masyarakat. Hal ini
diungkapkan dengan istilah "Amar ma'rif naht munkar". Sebagaimana firman

Allah
O gonty S 0 O3y DAl O b an sU gl pguamy Sl iy O g0 14

S wS 30 d O) Y g2 g Sl ol gy 1 O srtayy 8810 535 8 shedl

' Muhammad Koderi. Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara, cet. ke-1, (Jakarta: Gema
Insani Press, 1999), hlm. 11.

% Quraish Shihab, Membumikan al-Qur'an, cet. ke-2, (Bandung: Mizan, 1994), him. 269.
3 Al-Hujurat (49) : 13.

* Yusuf al-Qaradawi, Min Figh al-Daulah fi al- Islam, cet. ke-1, (Kairo: Dar asy-Syuriiq,
1968), him 207.

3 At-Taubah (9) : 71.



Adapun makna (gawamah) yang terdapat dalam firman Allah.
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Ayat tersebut tidak bisa dipahami secara umum, yakni berlaku dalam segala
urusan untuk umumnya laki-laki terhadap umumnya perempuan, karena pada ayat

yang sama terdapat penjelasan yang memberikan batasan. yaitu,

7 c 8- i . M .
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Kepemimpinan ini khusus berkenaan dengan keluarga, yang berkaitan
dengan urusan bersama antara suami-istri, bukan dalam hal lain. Dalam hal urusan
keluarga, suamilah yang memberikan mahar ketika menikah, ia menyiapkan
tempat tinggal, tempat tidur dan dialah yang berkewajiban memberi nafkah istri
dan anak-anaknya.®

Adapun menurut Yusuf al-Qaradawi mengenai ayat tersebut diatas, Allah
menjadikan laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita karena dua faktor. Pertama
faktor yang bersifat wahabi, dan kedua faktor yang bersifat kasabi.’

Yang dimaksud dengan faktor wahabi adalah kelebihan atau keutamaan
yang dianugerahkan Allah kepada kaum laki-laki, menyangkut kemampuan

berpikirnya yang jauh ke depan dan kemampuan analisanya yang lebih tajam.

® An-Nisa' (4) : 34.
T Ibid,

* Taufig Yusuf Al-Wa'iy. Pemikiran Politik Kontemporer. Al-Tkhwan Al-Muslimun, Studi
Analitis. Observatif. Dokumentatif. (Era Intermedia, 2003}, him 247,

? Yusuf al-Qaradawi. Jangan Menyesal Menjadi Wanita, Kilau-Kilau Mutiara Cinta pada
Sosok Wanita, alih bahasa Asy'ari Khatib, cet. ke-1, (Yogyakarta: Diva Press. 2004), him. 49



Sementara kaum wanita lebih banyak dibekali dengan karakter kelembutan dan
keibuan. Sedangkan faktor kasai adalah bahwa prialah yang mengeluarkan banyak
biaya untuk membangun kehidupan rumah tangga.'

Dan mengenai hadis yang melarang wanita menjadi kepala negara atau

pemimpin yaitu.

N6t er o150 iy o

Yusuf al-Qaradawi mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis sahih
sebagai isyarat bahwa wanita tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin dalam
urusan yang mutlak seperti kepala negara. Karena menurut al-Qaradawi wanita
diciptakan oleh Allah lebih banyak dibekali dengan karakter kelembutan dan
keibuan.'

Jika kita melihat apa yang selalu diistilahkan orang sebagai "perasaan
kewanitaan", bahwa wanita hanya memandang kehidupan atau mengambil
keputusan berdasarkan perasaan dan fakta-fakta yang tidak dapat dicapai akal dan
pikiran abstrak laki-laki adalah pendapat yang berlebihan. Khususnya, jika kita
kaitkan dengan kemampuan intuisi yang banyak mendorong wanita untuk
mengambil keputusan cepat yang tidak berlandaskan akal dan perasaan." Seperti

‘Aisyah seorang Ummul Mu'minin yang termasuk wanita mujtahid dari kalangan

' shid.,

" Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Jafi', Sahih al-Bukhari, “Kitab
Maga=i® cet. ke-3. (Beirut: Dar [bnu Kasir al-Yamamah, 1407 H/1987 M), 1V:1610, Hadis nomor
4073. Hadis Sahih, riwayat Usman bin al-Haisam dari Auf dari al-Hasan dari Abi Bakrah.

B yisufl al-Qaradawi. Jangan Menyesal Menjadi Wanita Kilau-Kilaw Mutiara Cinta pada
Sosok Wanita, alih bahasa Asy'ari Khatib, cet. ke-1,(Yogyakarta: Diva Press, 2004), hln1. 49.

1> Zakaria Ibrahim, Psikologi Wanita, cet. ke-1. (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002),
hlm .32.



sahabat dan juga sebagai mufti dikalangan kaum wanita. Aisyah sering
mengemukakan pendapat dan meluruskan pendapat para sahabat Rasulullah
saw.'!

Perempuan juga mempunyai hak untuk berpolitik, artinya perempuan
memiliki hak untuk berpendapat, untuk menjadi anggota lembaga perwakilan, dan
untuk memperoleh kekuasaan, seperti pemimpin lembaga formal, organisasi,
partai, dan presiden atau kepala negara.'” Hak-hak politik perempuan tentunya
akan terkait dengan hak asasi manusia secara umum. Hak asasi ini dimiliki tanpa
membedakan dasar bangsa, ras, agama, begitu juga jenis kelamin, karena dasar
hak asasi ini adalah bahwa manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang
sesuai dengan bakat dari cita-citanya.'®

Kebijakan-kebijakan politik harus pula dilihat dari perspektif gender.
Perundang-undangan tidak memberi ketentuan calon presiden laki-laki atau
perempuan. Yang ditegaskan dalam undang-undang adalah calon presiden harus
memenuhi kriteria kapabilitas dan akseptabilitas yang menunjang.'’ Bila kita
menengok sejarah, banyak bukti keterlibatan kaum perempuan memimpin dalam
segala bidang kemasyarakatan, bahkan menjadi kepala negara dan pemerintahan

seperti Ratu Saba' yang oleh kaumnya diangkat menjadi pemimpin, di Jepara ada

" Yasuf al-Qaradawi, Figih Daulah, dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah, alih bahasa
kathur suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998). him 217.

1 Zaitunah Subhan, Perempuan dan Politik Dalam Islam, cet. ke-2. (Yogyakarta: Pustaka
Pesantren, 2004), him. 39.

'S Jhid him. 40.

"7 Ibid, hlm. 69.



Ratu Kaliyamat, di Aceh ada Cut Nyak Dien dan masih banyak lagi contoh lain
peran politik perempuan, baik pada masa pra kenabian hingga era sekarang ini.
Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan siapa saja diantara
mereka akan mendapatkan ganjaran setimpal dengan apa yang telah mereka
perbuat. Tidak ada perbedaan ataupun diskriminasi dalam hal ini. Namun,
kenyataannya hubungan antara laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat
masih tumpang tindih. Hal ini ditandai juga dengan masih banyaknya kasus
kekerasan yang terjadi pada perempuan, misalnya, kekerasan dalam rumah
tangga. Diantara penyebab tumpang tindihnya hubungan laki-laki dan perempuan
ini adalah karena mitos-mitos dan penafsiran ajaran agama yang keliru mengenai
keunggulan laki-laki. Laki-laki selalu digambarkan sebagai mahluk yang cerdas,
kuat, tidak emosional. Sementara perempuan adalah mahluk yang lemah, bodoh,
emosional, perasa dan tidak mandiri.'®
Berdasarkan pemaparan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka
penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang terfokus pada pemikiran
Yusuf al-Qaradawi tentang kedudukan Wanita sebagai kepala Negara, dengan

harapan dihasilkan pemikiran yang lebih komprehensif dan menyeluruh.

.

'® Ratna Batara Munti, Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga, Lembaga Kajian
Agama dan Gender. Perserikatan Solidaritas Perempuan The Asia Foundatian, hlm 38-39



B. Pokok Masalah
Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka
pembahasan dalam skripsi ini akan difokuskan pada pokok masalah sebagai
berikut :
1. Bagaimana pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang kedudukan wanita
sebagai kepala negara.

2. Bagaimana relevansinya dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1.Tujuan Penelitiaan.

a. Untuk mendiskripsikan pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam masalah
wanita sebagai kepala negara serta menjelaskan alasan-alasan yang
mendasari pemikirannya tersebut.

b. Untuk mendiskripsikan tentang relevansinya dengan sistem ketatanegaraan
di Indonesia.

2. Kegunaan penelitian.

a. untuk menambah khasanah keilmuan dan kontribusi pemikiran politik
Islam khususnya yang menyangkut tentang wanita sebagai kepala negara.

b. Dapat menjadi rujukan dasar dan pertimbangan bagi studi politik Islam
yang berkaitan dengan pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam masalah

wanita sebagai kepala negara.



D. Telaah Pustaka.

Ada beberapa literatur yang membahas sosok dan pemikiran Yusuf al-
Qaradawi antara lain yaitu: "A/-Qaradawi Fagihan’ yang merupakan karya Isom
Talimah. Buku tersebut mengupas dan membahas secara panjang lebar aspek
biografi Yusuf al-Qaradawi sebagai seorang ahli figih dan manhaj figih yang
dikembangkannya dalam konstruksi figih kontemporer dan dengan latar belakang
politisnya sebagai anggota partai ihwan Al-muslimin dengan stereotipe sebagai
gerakan politik yang bersifat tradisionalis fundamentalis, namun dia mampu
merespon gagasan-gagasan politik modern tanpa harus bertentangan dengan
dasar-dasar syari'ah yang ada.

Karya berikutnya dilakukan oleh Sartono dalam skripsinya yang berjudul
"Studi terhadap pemikiran Yusuf al-Qaradawi, tentang “Zakar Macdyu" Dalam hal
ini sartono banyak mengkaji tentang cara pengambilan hukum yang dipakai al-
Qaradawi dalam menetapkan hukum Zakat Madu (Syari‘ah Muamalah, 1999).

Studi yang lain telah dilakukan oleh Ahmad Subhan dalam skripsinya
dengan judul "Konsep pengelolaan zakat sebagai sarana pemberdayaan Ekonomi
Umat (Studi Analisis atas Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dalam
Konteks Ke Indonesiaan)', (Syari'ah Muamalah, 2001).Subhan secara umum
mendiskripsikan konsep-konsep yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam
membuat suatu sistem investasi dari dana zakat yang terkumpul untuk digunakan
dalam berbagai usaha yang keuntungannya dibagi kepada mustahiq zakat.

Pada tahun yang sama juga dilakukan oleh M. Abdullah Huda Muttaqin

dalam skripsinya yang berjudul "Qivas sebagai metode Istinbal Hukum Y usuf al-



Qaradawi” (Studi Kitab Fiqih az-Zakat)", (PA, Syariah, 2001). Studi tersebut
banyak mengkaji tentang cara pengambilan hukum Yusuf al-Qaradawi dalam
masalah-masalah Zakat melalui metode Qiyas.

Skripsi lainnya adalah karya Laeli Farchah yang berjudul “Metode
Penetapan Nisab pada Zakat Hasil Profesi menurut  pemikiran — Yusuf al-
Qaradawi” (Studi Kitab Fiqh az-Zakat)", ( Syari'ah Muamalah, 2003). Farchah di
sini secara panjang lebar membahas dan meneliti tentang metode penetapan nisab
pada zakat hasil profesi dan relevansi penetapan nisab pada masa kini.

Satu karya lainnya adalah skripsi karya Ahmad Hanis Thoriq dengan judul
"Studi Analisis atas Pemikiran Kenegaraan Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya
Dengan Pemikiran Kenegaraan Di Indonesia. Hanis banyak mengupas tentang
Konsep-konsep yang ditawarkan Yusuf al-Qaradawi dalam membentuk sistem
negara dan pemerintahan. (Syari'ah, Jinayah Siyasah).

Dari berbagai karya tersebut, yang membahas tentang Yusuf al-Qaradawi
dan aspek-aspek pemikirannya, tampaknya sampai saat ini masih terbatas pada
kajian seputar muamalah, ijtihad, atau metode istimbat hukum dilakukannya dan
belum ada satupun karya yang secara khusus membahas dan mengungkapkan

secara jelas tentang kedudukan wanita sebagai kepala negara menurut Yusuf al-

Qaradawi
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E. Kerangka Teoretik.

Masalah ini adalah termasuk dalam kategori figih siyasah, oleh sebab itu
kajian ini merupakan kajian yang termasuk dalam hukum dan politik atau yang
lebih dikenal dengan istilah Figh as-Siyasah (as-Sivasah as-Syari'ah)."

Dalam kajian ilmu politik, persoalan negara atau kekuasaan dan kepala
negara merupakan persoalan utama yang senantiasa diperbincangkan dan diakui
sebagai hakikat politik itu sendiri. Pada awalnya persoalan politik memang
diidentikkan dengan persoalan tentang negara dan hal-hal yang berhubungan
dengannya, tetapi dalam perkembangan selanjutnya, persoalan politik
diidentikkan dengan persoalan kekuasaan atau kepala negara.

Adanya negara merupakan sesuatu yang niscaya bagi kehidupan ummat
manusia. agar mereka dapat saling tolong menolong dan bekerjasama dalam
meningkatkan kualitas hidup manusia. Pimpinan atau kepala negara dalam suatu
negara merupakan suatu yang mutlak bagi kelangsungan dan kestabilan negara
tersebut. Sebagaimana pendapat para pemikir politik, bahwa ketika tidak ada
pemimpin atau kepala negara maka yang terjadi adalah kekacauan, ketidakstabilan
atau bahkan kehancuran suatu negara.

Ketika hal tersebut disepakati, maka timbullah kebutuhan akan kepala
negara yang akan memimpin dan mengatur kelangsungan hidup negara tersebut,

apa saja kualitas yang semestinya dimiliki sehingga dia layak memegang jabatan

' Kedua istilah ini sering digunakan secara berganti-ganti, karena memiliki arti yang
hampir sama. Suyuthi pulungan, Figih Siyasah : Ajaran, sejarah dan pemikiran, cet ke-4 (Jakarta :
PT. Raja Grafindo Press, 1999 ). Him. 26.
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tersebut. Menurut Imam Mawardi, syarat untuk menjadi kepala negara™ yaitu (1)
keseimbangan (al-‘adalah), (2) ia mempunyai ilmu pengetahuan, (3) panca
inderanya sehat dan lengkap, (4) tidak cacat mental, (5) kifayah yaitu memiliki
kesanggupan menjalankan kewajibannya, (6) berani dan merakyat, (7) bernasab
Quraisy. Dalam mensyaratkan seseorang menjadi kepala Negara, Imam Mawardi
tidak mengharuskan bahwa kepala Negara tersebut harus laki-laki; tapi wanita pun
boleh menjabatnya apabila ia memenuhi persyaratan tersebut dan mampu
menjalankan tugas-tugas kepala Negara atau roda pemerintahan dengan baik.
Kepala negara dalam konsepsi pemikir-pemikir Islam memiliki
kewenangan mengatur persoalan yang menyeluruh, baik persoalan keagamaan
maupun keduniaan. Agama menjadi semakin kokoh dan berkembang dengan
pesat melalui dukungan pemerintah atau kepala negara, sebaliknya pemerintah
atau kepala negara akan semakin kokoh dengan mengakar serta mendatangkan
banyak manfaat bagi masyarakat, ketika bersindikan agama. Antara pemerintah
atau kepala negara dengan agama terdapat hubungan simbiosis mutualisme.
Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antara manusia.
baik antara I i-laki maupun wanita, dan antara bangsa suku dan keturunan.
Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau

merendahkan seseorang hanyalah pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah.*!

N Al-Mawardi. al-Ahkam as-Sultaniyah, cet. ke-1, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000).
him. 18,

*! Nurjannah Ismail, Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki Dalam Penafsiran. cet.
ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 2003), him. 1.
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Dalam surat an-Nisa’ ayat pertama Allah menegaskan bahwa wanita
merupakan salah satu unsur di antara dua unsur yang mengembangbiakkan
manusia. Ayat tersebut juga menunjukkan adanya persamaan antara wanita dan
laki-laki dalam hal-hal yang termasuk kekhususan umat manusia. Sebagaimana
telah disebutkan di atas, meskipun secara normatif Al-Qur’an memihak pada
kesamaan status antara laki-laki dan wanita, namun secara kontekstual Al-Qur’an
memang menyatakan adanya kelebihan tertentu bagi laki-laki dari pada wanita.
Akan tetapi. dengan mengabaikan konteksnya, para fuqaha, kata Asghar Ali
Enginer, berusaha memberi status yang lebih unggul bagi laki-laki dalam
pengertian normatif.” Misalnya, masalah status suami sebagai gawwamun dalam
surat an-Nisa'ayat 34.

Persoalan mendasar dalam membahas posisi kaum wanita dalam Islam
adalah apakah kondisi dan posisi kaum wanita di masyarakat dewasa ini telah
merefleksikan inspirasi posisi normatif kaum wanita menurut ajaran Islam?
Respon ummat Islam tentang pernyataan ini umumnya dapat dikategorikan
menjadi dua golongan.23 Pertama, mereka yang menganggap bahwa sistem
hubungan laki-laki dan wanita telah sesuai dengan ajaran Islam, karena itu tidak
perlu diemansipasikan lagi. Golongan ini sering disebut sebagai mereka yang
menikmati dan diuntungkan oleh sistem dan struktur hubungan laki-laki dan
wanita yang ada, oleh karena itu ia berusaha untuk mempertahankannya. Kedua,

mereka yang menganggap bahwa kaum wanita berada dalam suatu sistem yang

2 Ibid., him. 2-3.

* Mansour Faqih dkk, Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam, cet.
ke-1. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), him.37.
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diskriminatif, diperlakukan tidak adil, karenanya tidak sesuai dengan prinsip
keadilan dan dasar Islam, proses ketidakadilan tersebut disebabkan oleh idiologi
yvang didasarkan pada agama, maka dalam hal ini harus dilakukan dekonstruksi
terhadap tafsiran agama yang tidak adil.

Lebih dari itu tafsiran agama juga memegang peranan penting dalam
melegitimasi dominasi atas kaum wanita. Persoalannya di sini adalah mengapa
Al-Qur’an seolah-olah menempatkan kedudukan laki-laki di atas perempuan?
Dalam hal ini Ali Fnginer mengatakan bahwa dalam memahami ayat, ‘’laki-laki
adalah pemimpin atas perempuan’” hendaklah dipahami sebagai diskripsi keadaan
struktur dan norma sosial masyarakat pada saat itu dan bukanlah suatu ajaran
norma yang harus dipraktekkan.24

Pernyataan yang mengatakan bahwa laki-laki harus memimpin kaum
perempuan tersebut sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang
kepemimpinannya bersifat adil dan tidak menindas. Namun persoalan lain yang
timbul yaitu justru kepercayaan tersebut membawa pada keyakinan bahwa kaum
perempuan adalah subordinasi dari kaum laki-laki. Upaya untuk menyingkirkan
ketidakadilan gender dalam bentuk subordinasi kaum wanita ini diharapkan akan
memungkinkan bagi kaum wanita yang mampu tidak hanya sebagai pemimpin
rumah tangga, pemimpin peribadatan, organisasi bahkan menjabat sebagai kepala

negara. Permasalahan yang sesungguhnya di sini bukanlah dilihat dari apakah

M Ihid., him. 53.
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laki-laki atau wanita yang menjadi pemimpin; namun persoalan utamanya adalah
siapa yang mampu memimpin lebih adil dan demokratis.*®

Karena jenis manusia terbagi menjadi dua (pria dan wanita) yang berbeda
dalam sebagian karakter dan sifatnya, maka syari’at Islam yang sempurna
menyetarakan persamaan kedudukan antara laki-laki dan wanita.? Keduanya
diciptakan dari satu “'nafs’’ (living entity) dimana yang satu tidak memiliki
keunggulan terhadap yang lain. Bahkan Al-Qur’an tidak menjelaskan secara tegas
bahwa hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam as, sehingga karenanya,
kedudukan dan status wanita lebih rendah. Atas dasar itulah prinsip Al-Qur’an
terhadap hak kaum laki-laki dan wanita adalah sama.”’

Dengan melihat berbagai perbedaan pendapat tentang kedudukan wanita
sebagai kepala Negara tersebut, maka penyusun merasa perlu untuk mengadakan
kajian secara khusus mengenai masalah tersebut. Kalau melihat adanya khitab
yang melarang wanita sebagai pemimpin, maka harus dipahami apakah khitab
tersebut berlaku khusus atau umum, karena khitab yang ditujukan kepada suatu
keadaan dan kondisi tertentu, tidak dapat diberlakukan secara umum untuk semua
wilayah; karena suatu ketetapan yang ditujukan untuk suatu hal khusus tidak dapat
dipergunakan secara umum, hal ini telah disepakati oleh para ahli usul figh

dengan kaidahnya.

> Mansour Faqih dkk, Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam. cet.
ke-1. (Surabava: Risaiah Gusti, 1996), hlm.55.

% Abdul Majid Az-Zindani. Hak-Hak Politik Wanita Dalcom Islam. cet. ke-1. (Jakarta: Al-
I'tishom Cahaya Ummat. 2003), him. 11.

2" Mansour Faqih dkk, Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam. cet.
ke-1, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 51.
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Setiap wilayah memiliki corak dan kebudayaan sendiri, dan pergantian
masa juga mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi, sehingga hal itu menuntut
Jjuga adanya perubahan dan perkembangan dalam penetapan hukum Islam. Sangat
mungkin suatu alasan (i//ar) hukum yang dulu menjadi pokok masalah, sekarang
sudah tidak menjadi masalah, sehingga menuntut adanya perubahan hukum.

Sesuai dengan kaidah

ZQ,LA.LG) 1354 Ul &8 .Lg",g}- |
Dan perlu juga diketahui bahwa ketetapan hukum bisa berubah sesuai

dengan kondisi waktu, tempat dan zaman yang mempengaruhinya. Sebagaimana

disebutkan dalam kaidah.
0 1S ‘9‘\) Ln )N iy e&,‘g\ﬂa
Ada minimal tiga model metode studi Islam yang berkembang sepanjang
sejarah  Muslim, khususnya kajian terhadap al-Qur'an dan Sunnah Nabi
Muhammad SAW. Yaitu, metode parsial atau atomistik (tahlili), metode tematik
(maudu'i) dan metode holistik. Adapun maksud metode atomistik adalah metode
kajian al-Qur'an dengan menganalisis secara kronologis dan memaparkan

berbagai aspek yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan urutan

bacaan yang terdapat dalam urutan mushaf Utsmani. Sedang metode tematik

2 Mana’ al-Qattan, Mabahis fi ‘Ulum al-Quran, (ttp: T.np, 1393 H/1973 M), him 85.

** Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti, al-Asybahu wan-Nadhoir fil Furu’
(Beirut : Dar al-Fikr, 1995), him. 145.

30 bid., hlm. 74.
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(maudu'i) dapat dibagi dua, yakni, metode pembahasan yang didasarkan pada
surat demi surat dari al-Qur'an, dan metode pembahasan yang didasarkan pada

subyek atau topik tertentu dari al-Qur'an.’’

Sedang metode holistik adalah
pemahaman alQur'an yang menyatu (coherent). atau bisa disebut dengan teori
hermeneutik (hermeneutical theory).**

Pada hakekatnya penelitian ini bukan sekedar mengidentifikasi karakteristik
sesuatu kejadian saja, tetapl yang lebih penting dari itu adalah membangun
pengetahuan tentang mengapa sesuatu itu terjadi. Sebuah penelitian bertujuan
untuk membangun ilmu pengetahuan yang sistematis dan dapat dipercaya.
Pengetahuan yang ilmiah adalah bersifat teratur dan berkaitan. "Sesuatu
(kejadian)" diasumsgkan tidak terjadi secara kebetulan.

Dikarenakan kajian ini merupakan penelitian pemikiran seseorang dan
sudah barang tentu dipengaruhi oleh pemahaman terhadap teks nash itu sendiri
maupun sosio-kultural yang berlaku, maka di sini penulis menggunakan

pendekatan normatif dan sosio-historis dengan cara mendeskripsikan pemikiran

dan sosio-kultural atau lingkungan yang mempengaruhinya.

3 Khoiruddin Nasution, Fazlur Rahman Tentang Wanita, cet. ke-1, (Yogyakarta: Tazzafa
dengan Academia, 2002), hlm. 115.

32 Ibid him. 115.



17

F. Mectode Penelitian.
1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini merupkan penelitian pustaka (Library Research), yaitu
penelitian yang diarahkan dan difokuskan pada penelaahan dan pembahasan
bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji, terutama
sejumlah kitab-kitab karya Yusufl al-Qaradawi atau karya ulama lainnya yang
terkait dan mendukung.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian ini berusaha
untuk mendiskripsikan atau menjelaskan bagaimana pandangan Ydsuf al-
Qaradawi tentang wanita sebagai kepala negara, kemudian hal tersebut dianalisis
sejauh mana hasil yang didapat untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat selama ini. |

3. Pendekatan penelitian.

Dalam pendekatan penelitian ini metode pendekatan yang digunakan
adalah:

a. Metode Pendekataan Normatif

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui pendapat al-Qaradawii

tentang kepala negara wanita serta istinbat hukumnya baik yang terdapat

dalam ayat al-Qur’an maupun dalam hadis
b. Metode pendekatan sosio-historis dan hermeneutik.
Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural

dan sosio-politik seorang tokoh karena pemikiran seorang tokoh sangat
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dipengaruhi olch waktu, tempat dan lingkungan dimana ia tinggal.”

Sedangkan pendekatan hermeneutik digunakan untuk mengetahui
pemikiran seorang tokoh tersebut yang kemudian direlevansikan dengan
konteks di Indonesia

4. Pengumpulan data.

Karena jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian pustaka (Library Research), maka dalam metode pengumpulan data
penyusun mengambil objek utamanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh
tokoh tersebut, atau disebut juga dengan data utama (primer). Adapun karya-
karyanya tersebut antara lain: Hadyul Islam Fatawi Mu ashirah*al-Fatawa
Bainal Indhibath Wa Tasayyub,3 > Figh Daulah*® dan tulisan-tulisan Jain yang
dimuat dibeberapa media, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pokok
bahasan. Disamping itu juga penyusun mengambil literatur-literatur yang lain
yang dianggap masih berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data.
Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data

yang tersedia dari berbagai sumber.”” Metode analisis yang digunakan adalah

* Atho' Mudzhar, Membaca Gelombang ljtihad, antara Tradisi dan Liberasi (Yogyakarta:
Titian Ilahi Pres, 1998), hlm. 105.

yusuf al-Qaradawt, Hadyul Islam Fatawi Muashirah, cet. ke-4, (Beirut: Darul Ma’rifah,
1988)

¥ yosuf al-Qaradaw?, al~futawa Bainal Indhibath wa Tasayyub, cet, ke-1, (Kairo: Darus-
Shahwah, 1988)

*% yisuf al-Qaradawi, Min Figh al-Daulah Fi al-fslam, (Kairo: Darusy-Syurug, 1968).
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metode induktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat
khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Dalam hal ini berangkat dari uraian
pemikiran al-Qaradawl tentang kedudukan wanita sebagai kepala negara,

kemudian diformulasikan di dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan.

Dalam rangka mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang
akan dibahas, maka pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematis sesuai
tata urutan dari permasalahan yang ada. Sistematikanya tersusun sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan gambaran masalah secara umum yang terdiri atas
latar belakang masalah, pokok masalah yang merupakan inti masalah dalam
penelitian yang berupa pertanyaan yang akan dijawab. tujuan dan k_egunaan
penelitian untuk menunjukkan mengapa penelitian penting untuk dilakukan, telaah
pustaka, kerangka teoretik untuk melandasi pemecahan masalah ketika
menganalisis permasalahan yang diteliti, metode penelitian merupakan langkah-
langkah yang digunakan untuk mempermudah jalannya penelitian, diakhiri
dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tata urutan penyusunan
skripsi.

Bab kedua, berisi tentang pengertian kepala negara, syarat-syarat kepala
negara dan tugas dan kewajiban kepala negara, wanita sebagai kepala negara

Bab ketiga, adalah bab yang membahas pandangan Yasuf al-Qaradawi
tentang kedudukan wanita sebagai kepala negara, metode istinbat hukumnya dan

biografi Yisuf al-Qaradawi, yang menguraikan kondisi lingkungan sosial politik
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Bab ketiga, adalah bab yang membahas pandangan Yusuf al-Qaradawi
tentang kedudukan wanita sebagai kepala negara, metode istinbat hukumnya dan
biografi Yusuf al-Qaradawi, yang menguraikan kondisi lingkungan sosial politik
dan budaya yang melingkupinya, karya-karyanya, serta pemikiran politiknya,
Bab ini sangat berguna untuk mendiskripsikan hasil penelitian tentang pemikiran
politik Yusuf al-Qaradawi.

Bab keempat, merupakan pokok masalah yang berisi analisis  kritis
terhadap pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang kedudukan wanita sebagai kepala
negara dan istinbat hukumnya, implementasi pandangan Yusuf al-Qaradawi
tentang kedudukan wanita sebagai kepala Negara pada masa kini.

Bab kelima, pada bab ini merupakan bab penutup berisi kesimpulan yang
akan memberikan ringkasan dari seluruh pembahasan yang dipaparkan pada Bab-
bab sesudahnya. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan
bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara
komprehensif, dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih

lanjut.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menelaah dan menganalisis pendapat dan pandangan
ulama Yusuf al-Qaradawi terhadap kedudukan wanita sebagai kepala negara,
maka dapat diambil kesimpulan:

1. Yusuf al-Qaradawi melarang wanita menjadi kepala negara dengan argumen
bahwa:

a. Larangan wanita menjabat sebagai kepala negara sudah merupakan
ketetapan Allah terhadap kaum wanita. Ketetapan ini dapat dilihat dari
perbedaan fisik, antara laki-laki dan wanita, laki-laki lebih kuat dan
unggul dari pada wanita serta wanita tidak mempunyai kemampuan ekstra
keras yang menuntut kerja dan tanggung jawab fisik.

b. Hadis yang meriwayatkan Abu Bakrah tersebut bersifat umum, sehingga
berlaku untuk semua bangsa yang ada di muka bumi ini tanpa harus terikat
oleh sabab al-wurud hadis tersebut.

2. Pemikiran Yisuf al-Qaradawi tersebut sudah tidak relevan lagi bila diterapkan
di Indonesia, sebab negara Indonesia mengakui adanya peran dan hak politik
bagi wanita. Persoalan boleh tidaknya wanita sebagai pemimpin atau kepala
negara tergantung pada kemampuan dalam memimpin (kapabilitas) dan dapat
diterima oleh masyarakat banyak (akseptabilitas) bukan terletak pada jenis

kelaminnya
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Bila diterapkan di Indonesia, wanita diperbolehkan menjadi kepala negara,
sebab negara Indonesia tidak mensyaratkan kepala negara harus dari laki-laki.
Selain itu juga bentuk pemerintahan di Indonesia menganut sistem Republik
konstitusional, di mana hal tersebut didasari oleh kekuasaan trias politika
yakni kekuasaan tidak hanya dilimpahkan pada seorang presiden saja,
sehingga kepala negara di Indonesia bukan termasuk dalam imam al-a’zham
(pemimpin tertinggi rakyat); akan tetapi masih ada lembaga yang mempunyai
wewenang untuk mengarahkan Kepala negara dalam membuat Garis Besar
Haluan Negara (GBHN), dan juga berhak memanggil dan meminta
pertanggungjawaban presiden, yaitu lembaga legislatif yang dalam hal ini
dilakukan oleh Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR) yang merupakan
lembaga tertinggi dalam negara. Kepala negara juga dibantu lembaga-lembaga
di bawahnya yang ikut serta dalam menjalankan foda pemerintahén. Oleh
karena itu, wanita boleh saja menjabat sebagai kepala negara selama ia
memiliki kemampuan dan sanggup menjalankan roda pemerintahan dan dapat

diterima oleh masyarakat.

. Saran-saran

Penelitian ini hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak hasil penelitian
tentang pemikiran politik Yusuf al-Qaradawl. karena itu, untuk pengkajian
lebih jauh tentang pemikiran politik Yusuf al-Qaradawi dapat dibaca dalam

karya-karyanya, antara lain: as-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Dhau' Nusis — asy-
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Syari'ah wa Maqasidiha,  Figh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan
Sunnah, Fatwa-Fatwa Kontemporer, dan karya-karya lainnya.

Ketika menemukan suatu pendapat, khususnya dalam masalah politik,
hendaknya ditelaah kembali latar belakang dan sebab-sebab munculnya
pendapat tersebut, dalil-dalil, serta situasi dan kondisi historis yang
mempengaruhi pendapat tersebut, sehingga pemahaman yang kita dapatkan
lebih mendalam, tidak keluar dari konteksnya dan sesuai dengan kondisi dan
keadaan yang ada.

Hasil - studi yang sederhana ini, diharapkan tidak saja menambah
perbendaharaan ilmiyah, tetapi juga dapat menjadi wacana dan inspirasi untuk
munculnya kajian-kajian sejenis yang lebih mendalam.

. Karena keterbatasan penulis, walaupun telah berus_aha dengan semaksimal
mungkin, tentunya hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan,
sehingga masih membutuhkan saran, tegur sapa, dan kritik yang membangun.

Akhirnya, Wallahua'lamu bi as-Sawab wahhamdulillzhi Rabbil ‘Alamin.
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BAB 1V

26.

86

Dan Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka menyembah-Ku.

27.

86

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-
laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka
sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan
yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa
yang telah mereka kerjakan.

87

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa-bangsadan bersuku-suku
supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang
yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

29.

87

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim,
laki-laki dan perempuan yang mu’'min, laki-laki dan
perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan
perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang
sabar, laki-laki dan permpuan yang khusu’, laki-laki dan
perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan
yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang
memelihara kehormatannya, l;ak-laki dan perempuan
yang banyak menyebut (nama Allah, Allah telah
menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang
besar.

87

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi)
seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan
mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka,
dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami
berikan kepada mereka.

90

Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan
(permasalahannva) kepada wanita.

95

K anm laki-laki adalah pemimpin bagi k21m wanita,

(USROS
W2 | b

97

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan,
sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi
sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan)
yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan

. shalat, menunaikan zakat. dan mereka ta’at kepada Allah
" dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh
© Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
- Bijaksana.
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Muhammad al-Bukhari. Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H.
pada tahun 210 H. ia beserta ibu dan sudaranya menunaikan ibadah haji.
Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para fugaha dan
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b. Sekretaris Himpunan mahasiswa NW Lombok tahun 2001-2003



c. Anggota PMII Fakultas Syari’ah
d. Pengurus OSIS MAKPI
D. Pelatihan Yang Pernah Diikuti

a. Latihan Kepemimpinan Islam yang diselenggarakan oleh Jama’ah
Silaturrahmi Remaja Mushalla Citra. Fisabillah Kotabaru Yogyakarta
tahun 1999.

b. Pendidikan dan Pelatihan UKM JQH Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga
tahun 2002.

c. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen IMKI Yogyakarta tahun 2000.

Demikian Curriculum Vitae ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Juni 2005
Penyusun

Pitriyah
NIM. 0137 1151



